








e. memberikan laporan penerimaan PKB dan BBNKB per bulan;
f. memberikan data perizinan Pajak MBLB yang telah diterbitkan per

hari;
g. mendorong kepatuhan pelaku usaha untuk taat pembayaran Pajak

MBLB;
h. mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB kepada

Wajib Pajak melalui PIHAK KEDUA; dan
i. menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 5% dari penerimaan

Opse! MBLB untuk pelaksanaaq kegiatan optimalisasi pajal< dan
opsen pajak yang dikelola PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. Bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan veri{ikasi data

kendaraan bermotor;
b. membantu penagihan tunggakan PKE};

c. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat untuk
peningkatan kepatuhan pembayaran pajak;

d. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan kegiatan
laparlan{rS di lapa1rga11;

e. menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diberikan oleh PIHAK
KESATU;

f. memberikan informasi data potensi pajak MBLB di wilayah PIHAK
KEDUA;

g. menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar O,7sVo dari penerimaan
Opsen Pajak untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi pajak dan opsen
pajak yang dikelola PIHAK KEDUA; dan

h. mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen Pqjak PKB dan Opsen
BBNKE kepade Wajib Pajak melalui PIHAK KESATU.

Pasal 7
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PKB DAN BBNKB

(1) Dalam hal Wqjib P4jak mengajukan kelebihan pembayaran PKB danlatau
keiebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembaiian keiebihan
pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan
pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/ atau Opsen BBNKB.

(21 Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disetujui, Gubernur rnenerbitkan SKPDLB PKB dan/ atau SKPDLB BBNKB.
(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

Bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.














